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Abstract 
The human resources-boJed development approach which reviewed through macro per.rpective of 

regWnal science had no douhl emerged realproblem, whichwas regional diJparity which asmmed collud 
many problenlf in "'",Iopmenl proWf ilself When mark'i mechanifm waf nOI perfectlY happened 
and ended in marketfailHre, then thepublic intervention which ntppoud 10 begenerated by Government 
(legal right) WaI nol mel the goal which iJ pllb/ie we!fare. In thiJ edit transmigration mUll be playing 
a role. Tbe acknowledgement on island; regional development through transmigration perspective was 
pili on defcriptive analYtical approach try using qualilative dala. The defcnplive waffull of variouf 
scienfljlt eoncept which cond#dtd withproblem solution. The rwllt can be extracted in some itnporftm/ 
points aI recommendation, which are: 1) to develup transmigration baled on iflonds regionalhas to obit 
10 collfider natural moure" fragility, island capacity power /Q avoid highlY mky degradation; 2) 
transmigration hOi to oble to see and to measure that to tnCQurage people (as migrrmfl) who have 

lerrestrial background try nol undemanding the islands fiji syflem in focio·econ0"!Y will be highlY 
risk effort; and 3) area tkvelcpment needs effort /Q mate economy mrp/II.J OCClltnulatt'on in region 
through services and managing sec/ors development based on local resources. 

Kata Kunci: Tranf11ligrasi, Wilayah Kepulauan, Konfep, Kebijakan. 

PENDAHULUAN 	 kewilayahan, pada dasarnya adalah bentuk 
kritik atas cara pandang pendekatan 

Pembangunan pada dasarnya pembangunan yang tedalu sering melihat 
merupakan suatu proses perubahan­ dari kaca mata makro, karena salah satu 
perubah'an ke arah yang dikehendaki. permasalahan riil pembangunan adalah 
Tidak ada suatu konsensus mengenai masalah disparitas regional (regiol/al 

definisi pembangunan yang diterima disparity) yang banyak menyebabkan 
secara luas. Namun, proses pembangunan berbagai permasalahan di dalam proses 
di masa lalu pernah lebih dipahami pembangunan. 
sebatas sebagai proses pert\lmbuhan Pada awalnya, polemik mengenai trade 

ekonomi. Lahirnya ilmu-ilmu offantara pertumbuhan dengan pemerataan 

., 
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sangat banyik meny~ta cliskusi-cliskusi teorl' 
teon pembangunan. Sekarang, Sceata teorltik, 
polemik pemilihan antara strateg; 
pettumbuhan dan pemcrataan uhtif telah 
cliselesalkan. Pandangan Kuzpets (1966) 
tentang teoti kurva U-tetbalik yang 
meny.tak.n b.hwa negara yang 
pendapatannya rendah pettumbuhan 
perekonomiannya harus mengorb.nkan 
peme.rataan (trade offanrnr. pertumbuhan dan 
pemera taan). P emallaman sepetti ini telah 
memberi legitimasi dominasi petanan 
pemerintah untuk memusatkan 
pengalokasian sumbetd.y. pada sektor­
sektor atau wilayah-wilayah yang berpotensi 
besar da!am menyumbang pada 
pettumbuhan ekonomi. Keadaan ini tdah 
menyebabkan terjadiny. net transfer 

sumberdaya daerah ke kawasan pusat 
kekuasaan secata besar-besataIl maupun 
me.lalui ekspot kepada negara-negarn: maju. 
Implikasi dari penekanan pettumbuhan 
ekonomi adalah polansasi patitd (geogrnfis) 
alokasi sumbetday. (capita! investment) anmt 
wilayah me.lalui aglomerasi industri cli temp.t­
tempat yang paling kompetitif (kawasan kota­
kota bes.t). Progtam bantuan pembangunan 
daetah tidak mamEu mengur.ugi 
ketitnpangan yang tetjadi Par.cligma batU 
pembangunan tel.h mengubah cam pandang 
pembangunan, dalam pemahaman situ.si 

tetkin~ dirnaoa pembangunan telah lebih 
diar.hbn kepada tetjaclinya keseimbangan 
pericapaian pettumbuhan (eficiency), 
pemetat.an (equity), dan keberlanjutan 
(JUsfdinabilirj). 

Perencan.an pembangunan wil.yah 
pada dasarnya mempakan suatu bentuk 
;ntervensi kelernbagaan publlk. 
Dipet!ukannya suatu intervensi publik 
did.sari oleh pemikiran bahwa 

kesejahteraan masyarakat tidak dapat 
optima! clio.pai akibat terjadinya kegagalan 
pasa, (market failure) karena mekanisme 
pasar berlangsung Seear. tidak se<ppum •. 
Fenornena market faili,re· dapat tumbuh 
sebagai akibat sis tern ekonomi yang tidak 
dapat menyecliakan ptoduk-produk yang 
dipetlukan atau akibat kegagal.n alokasi 
sumbetdaya. lVlarket faiJllre akao terjadi 
m.nakala berb.gai ekstemalitas negatif 
gagal direfleksikan dalam harga pasar, atau 
akibat adaaya ptaktek monopoli-oligopoli, 
atau juga akibat kegagalan-kegagalan 
pemetintah. Seearn teocitas, kegagalan pasa! 
akan selalu muneul man.kala kompetisi 
sempurna tidak terjacli. Kegag.lan pasu 
dapat rnenyebabkan kemunduran 
(betdampak negatif) bagi sdumb pelakll 
ekonomi. 

Pemerintahan adalah suatu bentuk 
kelembagaan yang rnemiliki kewenangan 
atau hak legal sebagal perenc.n. dan 
pel.ban. kepentingan-kepentingan 
publik. Sebagai lemb.g. y.ng memiliki 
legalitas, lcmbag. pernerintah memi!iki 
kewen.ngan di dalam merurnuskan 
kebijak.n-kebijakan publik sebagai 
terjemah.n dari kepentingan publik. 
Namun dalam ptakteknya, pernetintah 
juga banyak mengalami keg.galan cli 
dalam menyelenggarakan proses 
pembangun.n. Bukti empids 
menunjukkan telah tetjadinya kegagalan 
pernerintab (government failllre) unruk 
berpetan seb.g.iman. rnestinya. 
Government jaif= timbul karena lembag. 
pemerintah yang eksistensinya dilandasi 
untuk mengeliminit marketfailure ternyata 
pada betbagai kasus bahkan menirnbulkan 
masalab-masalah baru dan seringkali 

dampaknya lebib patah dari kerusakan­

http:Perencan.an
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kerusakan akibat market fail"re. Individu­
individu dan kelompok-kelompok di 
dalam lembaga pemerintah banyak yang 
temyata berperilaku seperti individu­
individu atau lembaga swasta pelaku 
ekonomi yang tidak berorientasi pada 
kepentingan publik tapi berorientasi pada 
kepentingannya sendiri atau 

kelompoknya. 
Intervensi publik oleh kelembagaan 

pemerintah harus diusahakan untuk 
mendorong berjalannnya mekanisme pasar. 
Mekanisme pasar yang sempurna hanya 
dapat dieapai jika ada keselarasan akses 
seluruh lapisan masyarakat terhadap 
sumberdaya-sumberdaya produksi. 
Kelembagaan masyarakat lokal yang kuat 
dan stabi! dapat memberikan kontribusi 
yang besar terhadap terbentuknya 
mekanisme pasar, akibat adanya kesctaraan 

akses masyarakat. Kegagalan proses 
mekanisme pasar, pada gilirannya akan 

menimbulkan market fail"re. 

Salah satu bentuk government fail"re 

adalah pendekatan pembangunan yang 
"bias" makro-sektoral, yakni pendekatan 

yang sentralistik yang terlalu berorientasi 
pada pencapaian indikator-indikator 
makro serta dalam implementasi adanya 
dominasi instansi-instasi sektoral nasional 

~ 

sehingga pembangonan daerah menjadi 
tersubordinasikan dalam peneapaian 
tujuan-tujuan makro dan sektora!' 
Kelembagaan sektoral seringkali bertindak 
dengan pendekatan yang berbeda, tidak 
sinkron dan kadang antagollis satu dengan 
lainnya. Lembaga sektoral berskala nasionaI 
sering menempatkan dirinya sebagai 
suprastruktur yang mengendalikan struktur 
di bawahnya. Kelembagaan pemerintahan 

dengan sis tern terpusat seringkali ~dak 

mampu mengikuti kompleksitas dan 
keragaman-keragaman yang ada di 
bawahnya sehingga eenderung lambat di 
dalam mengantisipasi perkembangan­
perkembangan loka!. 

Di masa yang akan datang, dalam 
paradigma pembangunan yang terkini, 
pendekatan pembangunan yang bias 
makro-sektoral harus dikoreksi del1gan 
pendekatan-pendeka tan kewilayahan . 
Pembangunan di masa datang perlu lebih 
menekankan pengembangan masyarakat 
lokal melalui upaya-upaya peningkatan 
pemberdayaan masyarakat loka!. Setting 
dengan pemberlakuan otonomi daerah, 
pemerintahan lokal yang akan merniliki 
kewenangan dan peranan perencana 

pembangunan yang lebih besar merniliki 
kemampuan yang lebih baik dan lebih 
berinisiatif dalam perencanaan 

pembangunan wilayah. 
Disparitas regional rnerupakan suatu 

bentuk tidak seirnbangnya pertumbuhan 
sektor-sektor primer, sekunder, tersier danl 
atau sektor-sektor sosiaI antarwilayah. Setiap 
negara, baik negara maju atau sedang 
berkembang, negara agratis rnaupun industti 
rnaju selalu merniliki wilayah-wilayah yang 
beragam pertumbuhan ekonorninya. 
Kernajuan atau keterbelakangan ekonorni 
rnungkin dapat saja terbatas daIam dimensi 
sektoraI maupun agregat. 

Pembangunan wilayah yang 
betimbang ditunjukkan oleh adanya tingkat 
pertumbuhan yang seimbang antar wilayah 
sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan­
kebutuhan pembangunannya. Dengan 
demikian jelaslah bahwa tidak berarti 
bahwa setiap wilayah harus sama tingkat 
perkembangannya atau rnempunyai tingkat 
perkembangan industrialisasi yang sarna 
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maupun suatu pola ekonomi yang 
seragam, Secara sedethana ini hearti 
tetc.painya secara penuh bpasit.s 
pembangunan wil.yah yang sesuai dengan 
potensialnya. ' 

Ide~ide pembangunan bcrimbang tmh 
lam. muncul di berb.gal negara, khususnya 
negara-negara maju. Abn tetapi 
permasalahan dispatitas regional dalam 
pembangun.n ekonomi lebih relevan, lazim 
dan sangat parah b.nyak tetjadi dl negara­
negru:a yang sedang berkembang. Dalam 
beberapa dekade terakhir, b.nyak 
pemerintah negara-negara yang sedang 
berkembang telah semakin memahaml 
pentingny. pembangunan wilayah secara 
berimbang, ' 

Dru:i perspektif disparitas regional di 
Indonesia, bentuk-bentuk government failure 
yang menyebabk.n terj.diny. 
pembangunan yang tidak berimbang adalah 
akibat berbagai bentuk bias kebijakan, yakni 
(1) urban hiar, (2) government bias, (3) Java bias 

. (bias Pulau Jaw.), (4) atiminirtmtive-region biaJ, 
dan (5) terrestrial bias 

Urban biar (Lipton, 1977) timbul 
akibat dari proses atau pendebtan 
petnbangunan yang, bias pad. 
pembangunan perkotaau, Dalam ban yak 
kasu" hubungan keterJl:.itan dcsa kota 
(urban-mra/linkages) cende:rung mengarah 
pad. hubungan-hubungan yang 
eksploitatif bukan generatif (Martina, 
2006) sehingga tdah banyak menciptakan 
fen omen. backwash yakni .liran 
sumberdaya dan nilai tambah dari 
perdesa.n ke petkotaan sccara masiL 
Urban bias berimplikasi pada tetjadi aver­

urbanization pada kota-kota bes.r dan 
metropolitan u tama sehingga 
menimbulkan berbagai bentuk "penyakit" 

perkotaan (kem.cetan, kekumuh.n, sektot 
informal, polusi, ktiminalit.s, dll), Urban 

biaJ te!jadi akibat kecenderung.n 
pembangunan yang mendahulukan 
pertumbuhan ekonomi melaJui kutub­
kutub pertumbuhan (growth poleJ) yang 
semula meramalhn bakal terjadinya 
penetes.o (trickle dOWfl effict) dad kutub­
pusat pertumbuhan ke wilayah binterhnrI 
nya, ternyat. n,t-effect-flya malah 
menimbulk.n pengurasan besar (mauiv, 
back",aJb effect). Sebagai akibat dad 
kebij.ksanaan yang salah arah iui, terntama 
di negata-negara dunia ketiga, tdah 
menimbuikan berjuta-juta orang 
menderita yang terkena dampaknya 
mengalami kerugian terutam. kepad. 
kehidupan masyarakat terbanyak 
(masy.rakat perdesaan) (Sengeldin, 
1996). 

Government biaJ timbul akibat adanya 
dominasi per.nan pemerintah di dalam 
proses pembangunan dan kutang 
mengapresiasi peran masyarakat eli dalam 
pembangunan. Government bias juga diartikan 
sebagai dominasi peran pemerintah pusat 
terhadap pembangunan eli daerah serta di 
tingkatlokal hingga komunitas. 

Banyak studi-studi pembangunan 
kewilayahan yang menunjukkan bukti~ 
bukti empitik bahwa pembangunan di 
Indonesia bersif.t bias ke Pulau Jaw •. 
Bukti-bukti empirik menunjukkan 
tingginya dominasi investasi pembangunan 
eli pulau Jaw. serta ter].diny. net capital 
inflow yang tinggi dari lnar Pulau Jawa ke 
Pulau Jawa, 

Ad'l1inistrative-region bias addah bias 
pembangunan akibat pendekatan 
pendekatan pembangunan yang terjebak 
terkotak..kotak dan terjebak pada sistem 



wilayah administrasi. Padahal, banyak 

permasalahan pembangunan pedu dan 

barus diselesaikan dalam konteks wilayah 
fungsional, baik wilayah fungsional ekolagis, 

50sial maupun ekonom1. 

Terrestrial b.asadalah bentuk pendekalan 

pembangunan yang bias pada pendekatan 
terrestrial (darat), padahal Indonesia pada 
dasamya merupakan negara kepulauan. 

Akibatnya patensi kelautan dan isu-isu 
kelautan dan perspektif pulau-pulau kecil 

menjadi cenderung terabaikan padahal 
membutuhkan pendekatan yang sangat 

berbeda. 

TRANSMIGRASI DALAM 
PENDEKATAN 
PENGEMBANGAN WILAYAH 

Bertolak dati isu-isu pembangunan 

kewilayahan sebagaimana diungkapkan di 

atas, pembangunan ketransmigrasian telah 

dan masih dapat berkantribusi pada 
pemecahan isu-isu pembangunan wilayah. 

Pembangunan transmigrasi setidaknya 

berkantribusi dalam mengatasi disparitas 

regional akibat kecenderungan 
pembangunan yang mengarah pada urban 

bias, buruknya keterkaitan desa-kata serta 

keberimbangan regi£,nal yang 
mengimbangi dominasi dan kansentrasi 

pembangunan di Pulau Jawa secara jangka 

panJ"ng. 
Keterkaitan perkotaan-perdesaan, 

merupakan bentuk keterkaitan fisik, 

ekonami, sasial dan kelembagaan serta 

teknologi. Keterkaitan fisik, merupakan 

gambaran hubungan fisik-lingkungan 

an tar wila yah perkotaan-perdesaan. 

Keterkaitan ekonomi memberi gambaran 

hubungan ekanami, sedang keterkaitan 

sosial dan kelembagaan memberikan 
gambaran hubungan so sial dan 

kelembagaan antar wilayah perkotaan­
perdesaan. Kocerkaitan teknalogi 

memberi gambaran hubungan teknalagi 
antar wilayah perkataan-perdesaan. Dati 
seluruh keterkaitan-perkotaan-perdesaan, 

kemudahan hubungan fisik pada sektar 

transportasi akan meningkatkan intensitas 

hubungan antar wilayab perkotaan­
perdesaan. Sehingga keterkaitan jenis ini 

merupakan pendorang terjadinya 
keterkaitan lainnya. 

Berdasarkan sifatnya, setiap bentuk 

linkages, semuanya bisa dikelompakkan 
menjadi dua kelompok (Rustiadi et al., 
2007), yaitu (1) keterkaitan yang generatif, 

keterkaitan yang sinergis dalam artian 

dapat mendarong perkembangan secara 
berimbang baik perdesaan maupun 

perkotaan. Salah satu hal yang 
memungkinkan terjadinya hubungan 
generatif adalah adanya a!iran surplus dari 
kota ke des a dan sebaliknya secara 

berimbang, dan (2) keterkaitan 
eksploitatif/parasitik, yang terjadi akibat 

a!iran surplus didominasi satu arab a!iran 
saja, yang umum terjadi adalah aliran 

surplus dari desa ke kota. Semua bentuk 

ali ran yang terjadi sebagaimana 
diidentifikasikan oleh Preston (1975), 
Rondinelli (1985), Douglas (1998), 

Bendavid - Val (1991) dan Pradhan (2003) 
dapat diklasifikasikan dalam kaca mata 

bubungan generatif atau eksplaitatif/ 

parasitik, tergantung dari sifat dampaknya 

terhadap perkembangan desa dan 

katanya. 

Pertanyaan kunei berikutnya adalah 

bentuk-bentuk kebijakan seperti apa yang 

diperlukan untuk mengatasi kesenjangan dan 
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perbaikan keterkaitan de sa dan kota. 
Friedman (1968) berpendapat hanya 
pertumbuhan kota-kota kecil di kawasan 
periphery (hinterland) atau di kawa san 
perdesaanlah yang dapa t menandingi 
kecenderungan aglomerasi yang berlebihan 
ke kota-kota besar utama. Ketiadaan atau 
tidak berkernbangnya (stagna51) kota-kOla 
skala kecil dan sedang serta tidak 
berkembangnya unsur-unsur urbanirmpositif 
di perdesaan pada akhimya menyebabkan 
penyebaran perrumbuhan (spread effect) dari 
kota-kota utama cenderung hanya 

terperangkap secara lokal (local captun). 
Konsep agropolitan yang dikemukakan 

oleh Friedman (1976) dan konsep 

Mikropolitan (Anwar, 2000) muncul sebagai 
jawaban atas kegagalan pembangunan 
inter-regional yang cenderung urban bios. 
Dalam perspektif teori agropolitan , 
sebagian besar perkotaan, baik yang rumbuh 
secara alamiah maupun melalui program 
transrnigrasi di Indonesia tumbuh melalui 
tahapan fenomena agropolitan. Saat ini telab 
banyak kawasan transmigrasi yang telah 
tumbuh melalui fenomena agropolitan, 
bahkan bebetapa tumbuh menjadi kata 
skala kecil dan menengah menjadi kota 
kabupaten di berbagai wilayah di Indonesia. 

Program transmigrasi merupakan 

kasus yang sangat menarik dari demand side 
strategy (Gambar 1). Pada tahap pertama 

Gambar 1. Hipotesis Stadia-Stadia Pengembangan Wilayah melalui 

Demand Side Strategy unruk Kawasan Transmigrasi 
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pendudtlk mastlk dalam stadia sub­
subsisten, sel.m. sattl tanun, T.bar kedu. 
transmigtan masuk d.lam stadia sLlbsisten 
deng.n berrnodal lahan pekarangan dan 
Lahan Usaha I diharapkan transrnigran 
dapat berproduksi hingga dapat 
memenuhi kebutuhan pangannya send;!! 
(stadia subsisten). 

Dengan adany. peningkat.n sis tern 
ptoduksi diharaphn aksn masuk ke 
daIarn stadia mark.etable surplus (hasil us aha 
t.ninya telah melebihi kebutuhan 
ke1uatganya dan surplus produksinp 
diju.1 ke pasat) terutama setdah dapat 
diusahak.ntly. Lahan Usaha II. Stadia ini 
selanjutnya rnengisyaratkan pedunya 
industri pengolahan, karena itLl 
dihar.pk.n telah masuk dalam stadia 
industti pertanian dalam skala keciL 
Adanya industri hasit pertanian di 
perdesaan kawasan transmigtasi dapat 
menycbabkan peningkatan permintaan 
lokal tethadap basil-hasil pertanian, 
sehingga tidak pellu selutuhnya diju.1 jauh 
ke kota. Karen. itu income dibarapkan 
akan meningkat sehingga meningkatkan 
konsumsi atas produk-produk non 
pettanian. 

Jika perkembangan terus 
berlangsung, kawasan tra,!lsmigrasi ini 
seianjutnya dapat inasuk dalam "stadia 
industri non pettanian", Berkembangnya 
industri-industri skala ked! akan 
meningkatkan pend.patan dan 
meningkatkan permintaan balang 
sekunder/ tersier ("conda,)' a/id tertiary 
goods). Tah.p terakhir .dalah masuk dalam 
kelas stadia industd umum. Oleh karen. 
im secara teoritik pada dasarnya daerah 
transmigrasi tergantung sektor 
perl:anian saja. D.lam kenyata:mny. situasi 

perkembangan pemb.ngun.n wilayah 
transmigrasi setingkali te!lahan sampai 
pad. stadia IL N amun, ada yang sampai 
stadia IlL 

Konsekuensi dari pendekatan strategi 
demand side adalah membutl1bkan waktu 
yang lama karena betnubl1ngan dengan 
transfotm.si teknologi, transform.si 
sttuktur kelernbagaan, dan yang paling 
penting proses ini mcmbutuhk.n evolusi/ 
peromb.kan cara betpikir, Sedangkan 
keunggulan dati strategi ini umumnya 
berjalan stab!l dan tidak mudah 
terpengaruh oleb petub.han di luar 
wilayah. Stabilitas ini berkaitan deng.n 
perubahan-perubahan struktur 
kelembagaan yang man tap, 

PEMBANGUNAN WlLAYAH 
KEPULAUAN 

Wal.upun telan dapat memberikan 
kontnbusi yang cukup signifikan di dalam 
pemb.ngun.n wilayah yang berimbang, 
seperti halnya pembangunan pada· 
umumnya, program tr.nsmigrasi sclam. 
lni masih bersifat terrestrial bias, 
Kecendetungan ini bukan karen. daerah 
daratan (pedalaman) merupakan daerah 
yang lebih memetlukan pengcmbangan 
dan lebih sesuai untuk pogram 
transmigrasi berbasis .ktivitas budidaya 
pettanian (dalam arti lu.s). Kecenderungan 
terrestrial bias pada program-program 
transmigrasi diantaranya benumbe! 
katena masih miskinnya konsep-konsep 
pengemb.ngan wilayah kepulau.n itu 
send!rL Pemahaman atas karaktetistik 
wilayah-wilayah kepulauan balk secara 
geobiofisik, ekonomi maupun aspek­

aspek sosial-kelembagaannya masih relauf 

,- ~-
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terbatas dibandingkan dengan pendekatan 
pembangunan di darat. 

Beberapa karakteristik wilayah 
kepulauan yang memerlukan perhatian 
secara menyeluruh di dalam 

pengembangan wilayah kepulauan 
diantaranya adalah: Pertama, kerapatan/ 
densitas penduduk dan aktivitas 
permukiman yang sanga t rendah. Kedtfa, 
biaya interaksi spasial (transportasi) yang 
tinggi. Ketiga, Daya dukung dan daya 
tampung alami terbatas dan rentan 

tethadap degradasi lingkungan. Keempat, 
kapasitas sumberdaya manusia rendah 

sehingga banyak dicirikan dengan 
kemiskinan dan keterbelakangan. 

Karakteristik pulau-pulau kecil yang 
lokasinya biasanya terpencil secata 
geografis dan mempunyai lingkungan yang 
rapuh serta kerentanan ekonomi 

masyarakat komunalnya. Karakteritik 
ekosistem dan kepulauan kecil dicirikan 
oleh cingkat biodiversitas yang miskin yang 
tumbuh secara endemik, yang membuat 
pulau-pulau kecil merupakan lingkungan 
unik karena berbeda dengan karakteristik 
ekosistem dan ekonomi di daratan luas 
(seperti di Asia dan Eropa). 

Laporan the Intergovernmental Panel on 
Climate Change menyatakan, pulau-pulau 
kecil adalah kawasan yang paling terkena 

dampak buruk perubahan iklim global. 
Permukaan air laut yang semakin tinggi 
akan berakibat paling nyata bagi seluruh 
kehidupan di pulau-pulau kecil bahkan 

dapat menenggelamkannya. Salinasi air 
minum telah terjadi di beberapa pulau 
kedl dan meningkatnya suhu serta 

petmukaan air laut di beberapa pulau 
kecil di Pasiftk dan Kepulauan Nusantara. 

Kawasan pesisir pulau-pulau kecil akan 

menjadi tenggelam jika es dan glasial 
kutub meneair karena terjadi pemanasan 

glo bal. Sebuah penelitian di Kepulauan 
Marshal dan Kiribati, Pasifik 
menyatakan, 'bila permukaan air laut naik 

1 meter maka akan menghancurkan lebih 
kurang 8-12% to(al wilayah pulau itu. 

Demikian pula penelitian di Kepulauan 
Karibia menyimpulkan bila terjadi 
peningkatan air laut, maka biaya 
melindungi kawasan itu akan mencapai 

Rp 110 triliun rupiah. Sebuah bilangan 
di luar jangkauan kemampuan 
pemerintah kepulauan itu. 

Perubahan iklim akan menghancurkan 
keanekaragaman hayati yang miskin di 
pulau kecil dan kehidupan bawah laut. 
Perlindungan spesies karenanya menjadi 
isu pokok dalam pengdolaan pulau kecil. 
Lagi-lagi, biaya melestarikan kekayaan 
hayati ini menimbulkan biaya tinggi. 
Semua hal ini mem buat pulau-pulau kecil 
menjadi semakin rapuh. 

Prinsip keen am dari Deklarasi Rio 
menjanjikan bahwa negara-negara yang 
lingkungan hidupnya paling rentan 
hendaknya memperoleh prioritas !<husus; 
dimana Indonesia sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia dapat masuk 
ke dalam kategori ini. Paling tidak 

menurut pandangan ini dapat dialihkan 
untuk memperhatikan karakteristik pulau­
pulau seperti Yamdena, Obi dan Nusa 

Tenggara. Demikian pula pasal17 Agenda 
21, menyatakan masalah bagi ekosistem 
pulau-pulau kecil yang kerentanannya 
tingg; yang disebabkan karen a kombinasi 
ukurannya kecil, te.risolasi, sistem ekologi 

yang rapuh, letaknya yang bersebaran, dan 
keterbatasan dari sumberdayanya 

(Munggoro, 2000). 



Konservasi internasional mengenai 

perubahan ikhm dan keanekaragaman 
hayati, keduanya berkaitan dengan proses 
kesepakatan Rio, mengandung beberapa 
pernyataan khusus yang berkaitan dengan 
kerentanan kelestarian pulau-pulau kedl. 
Sebuah konferensi internasional tentang 

nasib pulau-pulau kedl di Barbados pada 
tahun 1994 pun telah menyatakan perlunya 
dilakukan tindakan-tindakan khusus 
berkaitan dengan nasib pulau-pulau ked!. 
Sekarang para pakar memandang bahwa 
pulau-pulau kecil amat rentan terhadap 

pel1lbahan don globalisasi ekonomi. Karena iru, 
berbagai lembaga keuangan internasional 
saat ini telah memasukkan un sur 

kerentanannya menjadi indikator kemajuan 
pembangunan. Karenanya pulau-pulau 
keeil perlu memiliki raneangan model 
pembangunan tersendiri, berdasarkan 

kekhususan sifat yang dimiliki pulau-pulau 
keeil lebih kompleks dan su lit dalam 
melaksanakan pembanguna n yang 
berkelanjutan. 

Berkaitan dengan pembangunan 
wilayah pulau-pulau kecil sebagaimana 
diketahui (dari uraian sebe/umnya) bahwa 
karakteristik pulau-pulau keeil adalah 
terpencil secara geograji, rapuh.fingkungannya, 

dan fenIan ekonominya. Sifat ini membuat 

pulau-pulau keeil unik ka~ena berbeda 
dengan karakter ekologi dan ekonomi 
daratan luas, seperti pulau Sumatera yang 
terletak pada landas kontinen di 
Indonesia Kawasan Barat. Sehingga 
bentuk teknologi seperti dalam proyek 
turisme umpamanya yang dibangun harm 

memperhitungkan Iifat kerawanan wilayahnya. 

Demikian juga sistem insentif seperti dalam 
alokasi tenaga kerja yang akan dilakukan 
kepada penghuninya harus disertai 

dengan pemberdoyaan kepada pcnduduk lokal 

fenfang pentingnya segi-segi konservas i 

sumberdaya alam yang sebenamya dulunya 
mereka sudah miliki kearifan-kearifan 
(sebagai warisan nenek-moyangnya) agar 
sekaran g menekankan lagi kepada aspek 
konservasi kearah keberlanjut an 

ekonomi wilayahnya . 
Sumbe rdaya ala m dara tan pulau­

pulau keeil yang semula terdapat seeara 
lokal sudah ada seperti kayu, sagu, rotan 
dan ikan yang merupakan asset 
masyarakat lokal yang sewaktu-waktu 
dapat dip anen guna meningkatkan 
pendapatannya, tetapi sekarang asset 
tersebut telah menjadi rusak karena 
penebangan dan pengrusakan terumbu­
terumbu kaung dengan pemboman dan 
pengraeunan eyanida sehingga terjadi 
perubahan ekosistem yang ash. Padahal 
sebe lum asset tersebut mengalami 

perubahan/kerusakan dapat menj adi 
sumber pendapatan masyarakat loka!. 
Andaikata upaya konservasi dari 
sumberdaya daratan dan bahari seeara 
teknis dapat dilakukan dan seeara 
ekonomis berkelayakan serta secara 

bisnis dapat memberi insentif kepada 
para investor maupun secara sosial dapat 

diterima, maka hasil-hasil usaha bisnis 
rurisme akan dapat memperbaiki tingkat 
pendapatan masyarakat loka!. 

Pembangunan ekonomi lokal pulau­
pulau kedl memerlukan dukungan dari 

kegiatan-kegiafan lain seperti dapat maIuknya 

sarana input-input don modal jinansia/ maupun 

perbaikan infrastmktur Va/an dan pelabuhan) 

yang menghubungkan lokasi sumberdaya 
alam yang unik yang dapa t menarik para 
wisatawan. Sehingga seeara fungsional 
kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan 
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seeara terpadu menurut temp.t dan tepat 
waktu, Demikian juga .p.bila perbaikan 
sumberdaya dasH dapat menjanjikan 
keuntungan yang meyakinkan kepada 
pihak swasta yang profesional, m.ka 
adanya hubungan keterkaitan dengan 
kegiatan-kegiatan lain dalarn 
pernb.ngunan wilayah pulan-pulau kecil 
akan berlangsung dan berkait dengan 
sektor-sektor (",nny. pemb.ngunan dallim 
wilayah ini, Sehingga setiap kegi.tan 
program-program pembangunan akan 
dapat beketj.sama mclalui organis.si 
kdembagaan masyar.kat komunaJ, 
pemerintah loka! dan para pebisn!s dapat 
tetlaksana dalam kerangka pembangunan 
wilayah, 

Tetap! dari pengalaman 
menunjukkan bahwa sinkronisasi antar 
kegiatan terscbut sering tidak serasi 
berjalan sebagaimana mestinya sehingga 
sering menimbulkan kegagalan, Oleh 
karen. itu perubwan struktur insentif 
yang sesnai dengan peranan dati 
hubungan antar organisasi kelembagaan 
yang t«kait adalah sangat penting, 
Struktm insentif dalam ekonomi lok.l 
yang paling efisien ad.lah melalu; signal 
harga-harga maupun norma-norma 
sosial serta tata nil.l masyarakat lobI 
yang sudah diterima oleh masyarakat adat 
lokal yang penyangkut harga-harga 
output hasil maupun jas.-jasa masyarakat 
setempat. 

Apabil. peningkatan konservasi 
sesuai dengan daya dukung sumberd.ya 
alam dan lingkungan pulau-pulau kedl 
sejalan dengan meningkatkan pendapatan 
masy.rakat lobI serta permintaan lobi 
dan regional terhadap hasil-hasil jasa dan 
komoditas masyatakat lokal cukup besar, 

maka keadaan ini akan menciptakan 
dampak multiplier tonaga keeja maupnn 
pend.patan yang dapat ditangkap oleh 
wilayah lobl dan regional, Persyaratan 
untuk tumbuhnya ekonomi lobI dati 
regional tetsebut dit,ntukan olah sifat 
k,lancaran ,verhubungan dan komunikali 

""tara wilayah-wilayah lokal dengan pusat­
purat kegiatan ,kallami di .,"ota-kota di pulau­
pulau besar yang terdekal, Kebutuban 
infrastruktur perhubungan dan 
komunikasi in! akan menentukan 
kelancaran sistem pemasaran dan 
perdagangan input-input dan barang 
konsumsi yang d!butuhkan keluarga 
rumah tangga masyaraka t lokal dan 
rnasyarakat lainnya, maupun petnasaran 
hasil-hasil produksi komoditas yang 
dihasilkannya. Tetapi aspek yang paling 
penting dalam menen tukan tindakan­
tindakan aktif untuk mempengaruhi 
keadaan ekonomi lokal adalah 
tcrdapatnya intetaksi antara para 
perencana dan pelaksanana proyek 
dengan masyaraka t dan para petanil 
ndayan melalui dialog-dialog yang 
menyangkut berbagai aspek yang 
berkenaan dengan penerapan teknol~gi 
melalui prIcobaan dan percontohan 
sesuai dcngan kemampuan masyarakat 
lokal baik berdasarkan informasi dan 
data yang ada maupun pandangan intuitif 
dati para perencana mengenai tindakan 
apa, maupun penentuan :arah dari 

tindakan-tindakan (coJlm of aClions) yang 
diperlllkan, 

Oleh karenatlya dalam pembetdayaan 
(empowerment) masyarakat komunal lokal, 
pertarna-tama para penduduk lokal harns 
diberikan kepercayaan/keyakinan kepada 
merek. ten tang kemampllan yang mereka 

http:sumberd.ya
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miliki, terutama bagi masyarakat lokal 

yang diperkirakan sangat mengetahui 
ten tang nilai-nilai sumberdaya yang ada. 
Penggalian informasi dari mereka (para 
anggota penduduk dan pemuka 
masyarakat desa lokal) dalam 
merencanakan ke arah perubahan 

lingkungan sosial ekonomi yang dapat 
didasarkan kepada (1 ) basis sosial 
kelembagaan ekonomi lokal dan (2) 
kapasitas membangun dad komunitas 

masyarakat lokal dan para pebisnis yang 
bersangkutan. 

Basis informasi sosio ekonomik yang 
diperlukan menyangkut aspek yang luas 
seperti berikut. 
a. 	 Demografi dari areal lokal, terutama 

yang menyangku t ketenagakerj aan, 
umur, tingkat pendapatan, distribusi 
jenis pekerjaan selama 5-10 tahun 
belakangan. 

b. 	 Kondisi pasar tenaga kerja (seberapa 
jauh adanya pengangguran dan 
setengah pengangguran) 
mempengaruhi ekonomi lokal. 

c. 	 Karakteristik ekonomi meliputi 
penelaahan basis ekonomi lokal dan 
regional dan beberapa perubahan dari 
sebelum dan setelah penrbukaan lahan. 
Sebagai tambahan dari kondisi 

> 

sebelum dan setelah eksploitasinya 
perlu diperhatikan beberapa faktor 
yang berpengaruh kepada vitalitas dan 
keberlanjutan dati ekonomi lokal. Kita 
mengetahui bahwa keadaan ekonbmi 
lokal sekarang memprihatinkan, karena 
kesalahan-kesalahan perlakuan 

terhadap sumberdaya dasar lahan dari 
pelaksanaan proyek yang lalu dan 
bagaimana prospek perbaikannya 
akan menentukan perkembangan 

wilayah lokal ini di masa yang akan 
datang. 

d. 	 Keunggulan lokasional (berupa 
kedekatan wilayah kepada pus at pasar) 
yang didukung oleh keadaan 
infrastruktur yan g memadai akan 

menentukan akses para petani dalam 
memasarkan hasil-hasil produksinya. 
Jika hak-hak atas lahan ditegaskan 
dengan kuat, maka petani yang 
mempunyai akses kepada pasar akan 
terdorong un tuk melakukan inves tasi 

kepada lahan guna meningkatkan 
produktivitasnya. 

e. 	 Penyediaan fasilitas jasa masyarakat 
seperti air minum (sehat), tenaga listrik, 
sekolah dan jasa kultural yang terdapat 
dalam komunitas. Selain itu keadaan 
khusus dari lokasi sebagai tempat 
permukiman yang layak huni. 

Semua informasi di atas dapat 
menjadi dasar untuk menganalisis 

sumberdaya lokal dan pengembangannya 
dengan pembangunan regional yang lebih 
luas. Tetapi ada kesulitan lain dati keadaan 
pulau-pulau kecil dimana keberadaan 
pulau-pulau tersebut tidak sendirian di 
sebuah lokasi, melainkan berkumpul 
dengan pulau-pulau kecillainnya. Seluruh 
masyarakat komunitas kepulauan 
umurnnya amat menyatu dengan 

lingkungan hidupnya. Dengan ukuran kecil 
berarti terjadi hubungan silang antara 
lingkungan hidup dan pembangunan. 
Karena itu pembangunan pada sebuah 
pulau kecil perlu secara sungguh-sungguh 
memperhatikan kelestarian lingkungan 
hidup. Beberapa laporan menyebutkan 
bahwa kesadaran atas hubungan ini tidak 
merata dimengerti oleh semua pihak 

21 



22 

tern tam. bila dikaitkan deng.n issue 
perubaban iklim yang berkaitan dengan 
bencana alam. 

PENUTUP 

Berdasarkan kerangka pemikiran 
sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat 
beberapa catatan penting d.lam 
mengemb.ngkan konsep keblj.kan 
tunsmigr.s! di dalam mendukung 
pengembangan wilayab kepulauan. 
t Mencermati kerentanan SDA 

kepulauan (daya dukungl 
tampung) kawasan. Setiap bentuk 
pembangunan botus dilanda.i 
perhitung.n kerentanan dan daya 
dukung putau yang memadal untuk 
mengbindari ketusakan/ degradasi 
yang bereslko tinggi. 

2, 	 Menghindari program.program 
berskala hesar. Mengingat kerentanan 
dan keterb.tasan daya dukung sistem 
kepulauan serta tingginya keragaman 
sistem kepulauan, maka pendekatan­
pendekatan program berskala be••r 
tidak dimungkinkan dan beresiko 
sanga t tinggi. 

3. 	 Kesesuaian SDM yang berbasis 
masyarakat pnlau/pesisir. Sistem 
ekologi, ekonomi dan sosial­
kelembagaan kepuLman bersifat sangat 
unik dibandingkan s,stem terrestrial. 
Mendatangkan magyar.kat pend.tang 
yang memiliki latar bel.kang terres trial 
dan tidak memabami sistem 
kehidupana kepulauan akan beresiko 
tinggi. 

4. 	 Basis sistem gugu. pula,! .ebagai 
.atuan fungsional wilayah. Unit­
unit kewilayahan yang dikembangkan. 

harus mempertimbangkan sistem 

gugus pulau setta sis tem keterkaitan 
ekosistem, ekonomi dan 50s1a1 budaya 
kawasan. 

5. 	 Infrastruktur yang memperkuat dan 
menutunkan biaya inteeaksi 
spasiaL Pengembang.n kepulauan 
mensyaratkan dukungan sarana dan 
pusar.na yang memungkinkan adanya 
interaksi spasial (an tar pulau) dengan 
biaya yang lebih tendah dan frekuensi 
yang cukup. 

6. 	 Dukungan N asional/regional 
dalam memperkuat "ketahanan 
wilayah" dati "kebocoran wilayah". 
Akibat keterb.tasan kapasitas SDM, 
sarana-prasarana dan kelembagaan 
(termasuk faw enforcement), kawasan 
kepul.u.n menj.di sangat rentan seearn 
ekouonll dan sosial-politik. Endowment 
yang berlimpah cenderung "boco!" 
("gioM/leakages) balk secant legal maupun 
illegal dan serta rawan intervensl sosia!­
politik. 

7. 	 Struktnr Insenrifdan si.tem fiskal 
memadai/adil bagi upaya 
kelestarian dan ketahanan nasional/ 
regional. Oiperlubn s!.tem insentif 
fishl yang memadai/adil guna 
rneningkatkan kennandU1an masyarakat 
loka! agar mampu mengelola 
sumberdaya yang ada serta 
meningkatkan ketah.nan wilayabnya. 

8. 	 Pengembangan sektor .ekunder 
dan tees;er yang relevan, 
P engembangan wilayah memerlukan 
upaya mendptakan akumul.si surplus 
ekonomi di kawasan mel.lui 
pengembangan sektor·sektor 
pengol.ban dan jasa yang berbasis pada 
sumberclaya loka!. 

http:akumul.si
http:pusar.na


9. 	 Struktur tata ruang kepulauan yang 
efisien/produktif dan berimbang. 
Akumulasi surplus ekonomi secara 

spasial membutuhkan pengaturan 
struktur tata roang yang menumbuhkan 
pusat-pusat pelayanan dengan 
rancangan jaringan sistem sarana­

prasarananya rnelalui penataan ruang 

sistem kepulauan. 
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